
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.948, 2017 KEMENHUB. Peta Proses Bisnis dan SOP. 

Pedoman. Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 50 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DAN  

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan tata 

pemerintahan yang baik dan menjamin kelancaran serta 

transparansi penyelesaian suatu jenis kegiatan pelayanan 

internal dan eksternal unit organisasi di lingkungan 

Kementerian Perhubungan, diperlukan Pedoman 

Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional 

Prosedur; 

 b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik 

Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan, telah tidak sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan organisasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman 

Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional 

Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 956); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 816); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola 

Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan 
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Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 63); 

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 

1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah 

Pelayaran; 

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA 

PROSES BISNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. 

 

Pasal 1 

(1) Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar 

Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan adalah pedoman bagi setiap unit organisasi 

di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam 

melaksanakan penyusunan peta proses bisnis dan 

Standar Operasional Prosedur bagi pelaksanaan tugas 

dan fungsi unit organisasi masing-masing. 

(2) Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar 

Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 2 

Setiap unit organisasi wajib menyusun peta proses bisnis dan 

Standar Operasional Prosedur dengan berpedoman pada 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 3 

Pembinaan terhadap penyusunan peta proses bisnis dan 

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang 
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tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 4 

Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebelum 

berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku 

dan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) tahun harus 

menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 6 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

  

 

 Ditetapkan di Jakarta 

 pada tanggal 6 Juli 2017 

 

 MENTERI PERHUBUNGAN 

 REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Juli 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,    

  

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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